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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1

P   U   T   U   S   A   N

 Nomor :  12/G/201 1/PTUN.  YK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Yogyakar ta  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa   Tata  Usaha 

Negara  pada  t i ngka t  per tama,  dengan  acara  biasa ,  yang  

bers i dang  di  gedung  yang  di ten tukan  untuk  i t u  di  Ja lan  

Jant i  Nomor  :  66  Banguntapan ,  Bantu l ,  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta ,  te l ah  menja tuhkan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  da lam perkara  anta ra  :  

N a m a :  

AGUNG WISDHA  SARDJANA,  S.H.  

; - - - -

Kewarganegaraan  :

Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan  : Anggota  DPRD  Kabupaten  

Bantu l  ; - - - - - - - - - - -

Tempat  t i ngga l  

:

Kemusuk  Kidu l  RT.  02,  Desa 

Argomulyo ,  Kecamatan  Sedayu,  

Kabupaten  Bantu l ,  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa Yogyakar ta  ; - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Si si ngamangar aj a???
Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

102/SK.TUN- ADV.MM/V/  2011/YK,  te r t angga l  24  Mei  

2011  member ikan  Kuasa  Khusus  

kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. A.  Musl im  

Mur j i yan to ,  

S.H. ,M.Hum.- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

2. Widodo  Pr iyan ta ,  

S.H. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

3. AS.  Budi  Martono ,  

S.H. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

4. Aryanto  Widyas to ro ,  

S.H. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Kesemuanya  berk ewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan   Advokat /Konsu l t an  Hukum  yang  

bera lamat  di  kanto r  Law  Of f i ce  MUSLIM,  

S. H. , M.Hum &  Assoc ia tes  bera lamat  d i  Ja lan  

Sis ingamangara ja  Nomor  :  86  Yogyakar ta ,  Ja lan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3

Imog i r i  Bara t  Km  4  Tegal  Asr i  

Yogyakar t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Untuk  se lan ju t n ya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  PENGGUGAT;

M E L A W A N  :

Nama Jabatan :  GUBERNUR  DAERAH  ISTIMEWA 

YOGYAKARTA ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Tempat  Kedudukan :

Komplek  

Kepat i han ,  Danure jan ,  Ja lan  

Mal iobo ro   Yogyakar ta  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  180/1716 ,  

te r t angga l     8 Jun i  2011 member i kan  Kuasa Khusus  

kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Nama

:

Moedj i  Rahard jo ,  

S.H. ,M.Hum.- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Jabatan : Kepala  Bi ro  Hukum Sekre ta r i a t  Daerah  

Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakar t a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Nama

:

Sukarsono ,  

S.H. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jabatan : Kepala  Bagian  Bantuan  dan  Layanan  

Hukum Bi ro  Hukum Sekre ta r i a t  Daerah  

Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

3. Nama

:

Har i s  Suhar tono ,  

S.H. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Jabatan : Kasubag  Sengketa  Hukum  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Daerah  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa Yogyakar ta ; - - - - -

4. Nama

:

Adi  Bayu  Kr i s t an to ,  

S.H. ,M.Hum.- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.   Nama ???????

5

Jabatan : Kasubag  Supremasi  Hukum Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Daerah  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  

Yogyakar t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Nama

:

Si t i  Wahyuni ,  

S.H, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jabatan : Kasubag  Layanan  Hukum  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Daerah  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa Yogyakar ta ; - - - - -

Kesemuanya  berk ewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  bera lamat  

kanto r  d i   Pemer in tah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  Komplek  Kepat ihan ,  Danure jan ,  Ja lan  

Mal iobo ro  Yogyakar ta  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untuk  se lan ju t n ya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TERGUGAT;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Yogyakar ta  te rsebu t  :

1. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Yogyakar t a  Nomor  :   12/PEN- DIS/201 1/PTUN.Yk  

tangga l  26  Mei   2011  ten tang   lo l os   Dissmissa l  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG ??. . ???

2. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Yogyakar ta   Nomor  :  12/PEN- K/20 11/PTUN.Yk.  

tangga l   26  Mei  2011  ten tang  Penetapan  Susunan  

Maje l i s  Hakim ;  

3. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Nomor:  

12/P EN-HS/20 11/PTUN.Yk.  tangga l  31  Mei  2011  ten tang  

Pemer iksaan  Pers iapan  ;  

4.  Telah     membaca    Penetapan    Ketua    Maje l i s  

Hakim    Nomor  :   12/P EN-HS/20 11/PTUN.Yk.  tangga l  22 

Jun i  2011  ten tang  Penetapan  Penentuan  Har i  

Pers idangan  ;  

5. Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

6. Telah  membaca  dan  mempela ja r i  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Perkara  dan  sega la  sesuatu  yang  

te r j ad i  da lam  pers idangan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUKNYA  SENGKETA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat   da lam  gugatannya  

te r t angga l  24  Mei  2011  yang  di te r ima  dan  d ida f t a r  d i  

Kepani te raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Yogyakar ta  pada  

tangga l  25  Mei  2011  dengan  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

12/G/2011 /PTUN.Yk.    dan    te lah   d i l akukan  perba i kan  

fo rma l  gugatan  dalam pemer iksaan  pers i apan  te r t angga l   22  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menur ut  ????. ???

7

Jun i  2011,   te l ah  mengajukan  gugatan  kepada  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  sebaga i  Tergugat ,  dengan   mengemukakan  

dasar - dasar  dan  alasan- alasan  sebaga i    ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  menjad i  Obyek  Gugatan  ada lah  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Is t imewa Yogyakar ta   Nomor :   100/KEP/2011,  

ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  dan Penggant i an  Anta r  Waktu  

Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l ,  

Ter tangga l  06 Mei  2011.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  Penggugat  d ia jukan  berdasarkan  data  maupun  fak ta  

yang  bisa  d iper t anggung jawabkan  kebenarannya   secara  

yur i d i s   sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  

Nomor  :   100/KEP/2011,  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  dan  Penggant i an  Antar  Waktu  Anggota  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l ,  

Ter tangga l  06 Mei  2011 merupakan  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  (KTUN)  yang  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  melanggar  atau  

t i dak  sesua i  dengan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik  ser ta  secara  tegas  mengind i kas i kan  t i ndakan  

sewenang- wenang  (  Wil l ekeu r )   TERGUGAT  se laku  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2. Bahwa  tenggang  waktu  Gugatan  untuk  sengke ta  Tata  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggot a ????. . ??

Usaha  Negara          (  TUN)  in i  masih  da lam  batas  

waktu  yang  layak  untuk  menggugat  menuru t  Pasal  55  

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara .  Berdasarkan  buny i  kut i pan  

Keputusan  TERGUGAT yang  menyebutkan  “  Keputusan  in i  

ber l aku  pada  tangga l  d i te t apkan  ya i t u  te r t angga l  06  

Mei  2011  dan  d i t embuskan  kepada  sa lah  satunya  adalah  

Pihak  Penggugat .  Sehingga  secara  yur i d i s  dan  fak tua l  

gugatan  in i  masih  da lam  tenggang  waktu  yang  sah  dan  

layak  untuk  menggugat  di  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

(  PTUN)   dan  PTUN Yogyakar ta  waj ib  memer iksa  dan 

mengadi l i  per iha l  tun tu tan  Pembata lan  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  

Nomor  :   100/KEP/2011,  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  dan  Penggant i an  Antar  Waktu  Anggota  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l ,  

Ter tangga l  06 Mei  2011 secara  yur id i s   te l ah  memenuhi  

Kual i f i k a s i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara   (KTUN)  dan  

menjad i  wewenang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  

Yogyakar t a  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i n ya  sesua i  

dengan  kompetens i  abso lu tnya ,  yang  mel ipu t i  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Penetapan  Ter tu l i s ,  Bahwa  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Nomor  :   100/KEP/2011,  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dike lua rkan  dalam  rangka  melaksanakan  

kewenangannnya  sebaga imana  dimaksudkan  

dalam   Pasal     338  ayat  (5 )  Undang-

Undang  Nomor  :  27  Tahun  2009  ten tang  

Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  

Daerah  dan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  bahwa  Gubernur   meresmikan  

pemberhent i an  dan  pengangka tan  

Penggant i an  Antar  Waktu  Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten /  

Kota  dengan  Keputusan  Gubernur ,  

seh ingga  keputusan  te rsebu t  menjad i  

tanggung jawab  sepenuhnya  dar i  

Tergugat . - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Dike lua rkan  Oleh  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara ,  Bahwa  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  

Nomor  :   100/KEP/2011,  A- Quo merupakan  

Keputusan  yang  dike lua rkan  dalam 

rangka  pe laksanaan   Pasa l   338  ayat  

(5 )  Undang- Undang  Nomor  :  27  Tahun  

2009  ten tang  Maje l i s  Permusyawara tan  

Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Daerah  dan  Dewan Perwak i l an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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dan ??????????

Rakyat  

Daerah. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

c. Ber i s i  Tindakan  Hukum  Tata  Usaha 

Negara  berdasarkan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  Yang Ber laku ,  Bahwa 

Tindakan  Hukum   Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  da lam  Perkara  A-

Quo  merupakan  t i ndakan  Hukum  da lam 

l i ngkup   pe laksanaan   Pasa l     338  

ayat  (5 )  Undang- Undang  Nomor  :  27 

Tahun  2009  ten tang  Maje l i s  

Permusyawara tan  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  

Daerah  dan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah.  Sehingga  is i ,  tu j uan  maupun 

prosedur  yang  harus  d i t empuh  dalam 

rangka  menyelenggarakan  pemer in tahan  

yang  baik  dan  taa t  hukum dan  sungguh-

sungguh  dipa tuh i  da lam   penggunaan  

kewenangan  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  

mela lu i  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  A- Quo,  namun 

te rnya ta  sebaga imana  Penggugat  Ura ikan  

di  bawah  in i  bahwa Keputusan  Gubernur  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  A- Quo 

nyata - nyata  sangat  ber ten tangan  dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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pera tu ran  –  pera tu ran   dan  

mengind i kas i kan  suatu  t i ndakan  

kesewenang- wenangan  yang  menjad i  dasar  

keputusan  

te rsebu t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

d. Bers i f a t  Konkr i t ,  Ind i v i dua l  dan 

Fina l ,  Bahwa keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a   A- Quo  bers i f a t  

Konkr i t ,  Ind i v i dua l  dan  Fina l ,  ha l  in i  

te r l i h a t  secara  je l as  dan  te rang  pada  

obyek  dalam  keputusan  yang  secara  

tegas  Meresmikan  Pemberhent i an  dengan  

Hormat  Saudara  Penggugat  dar i  Par ta i  

Karya  Pedul i  Bangsa  Daerah  Pemi l i han  

Bantu l  4  sebaga i   Anggota  Dewan 

Perwak i l an  daerah  Kabupaten  Bantu l  

Per iode  2009- 2014   berdasarkan  

Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a   Nomor  :   138/KEP/2009 ,  

Meresmikan  Pengangkatan  Saudara  Fer i  

Nursadono  dar i  Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa  Daerah  Pemi l i han  Bantu l  4 

sebaga i   Penggant i  Anta r  Waktu  Anggota  

Dewan  Perwak i l an  Daerah  Kabupaten  

Bantu l   Per iode  2009- 2014  Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa  Daerah  Pemi l i han  Bantu l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Yogyakar t a ??. . ???

4  sebaga i   Anggota  Dewan  Perwak i l an  

daerah  Kabupaten  Bantu l   Per iode  2009-

2014   te rh i t u ng  mula i  tangga l  

pengucapan  Sumpah/Jan j i ,   Keputusan  

in i  ber laku  pada  tangga l  d i t e t apkan  

dengan  keten tuan   apab i l a  kemudian  

har i  te rdapa t  keke l i r u an  akan  diadakan  

pembetu lan  seper l unya .  Untuk  

se lan ju t nya  dampak  dar i  Keputusan  

te rsebu t  menimbulkan  Kerug ian  mor i l  

maupun  mater i i l  bag i  d i r i  Penggugat .  

Sehingga  mendasarkan  fak ta  te rsebu t  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  

Yogyakar t a   dapat  langsung  

mengadi l i n ya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Menimbulkan  Akiba t  hukum  bagi  

seseorang  atau  Badan  Hukum  Perdata .  

Bahwa  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a     A- Quo  te r l i h a t  

secara  je l as  dan  te rang  pada  obyek  

dalam  Keputusan  yang  secara  tegas  

Meresmikan  Pemberhent i an  dengan  Hormat  

Saudara  Penggugat  dar i  Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa  Daerah  Pemi l i han  Bantu l  

4  sebaga i   Anggota  Dewan  Perwak i l an  

daerah  Kabupaten  Bantu l   Per iode  2009-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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2014   berdasarkan  Keputusan  Gubernur  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor:  

138/KEP/2009 ,  Meresmikan  Pengangkatan  

Saudara  Fer i  Nursadono  dar i  Par ta i  

Karya  Pedul i  Bangsa  Daerah  Pemi l i han  

Bantu l  4  sebaga i   Penggant i  Antar  

Waktu  Anggota  Dewan Perwak i l an  Daerah  

Kabupaten  Bantu l   Per iode  2009- 2014  

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Daerah  

Pemi l i han  Bantu l  4  sebaga i   Anggota  

Dewan  Perwak i l an  daerah  Kabupaten  

Bantu l   Per iode  2009- 2014  te rh i t ung  

mula i  tangga l  pengucapan  Sumpah/Jan j i  

dan  se lan ju t nya  dampak  dar i  Keputusan  

te rsebu t  menimbulkan  Kerug ian  mor i l  

maupun  mater i i l  bag i  d i r i  Penggugat ,  

karena  t i dak  mela lu i  per t imbangan  

fak tua l  dan  hukum  yang  benar  karena  

t i dak  didukung  oleh  bukt i - bukt i  yang  

konkr i t  dan  bisa  dipe r t anggung  

jawabkan  kebenarannya  secara  yur id i s .  

- - - - - - - - - - - -      

4. Bahwa Penggugat  merupakan  Anggota  Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa  (PKPB)  dengan  dike lua rkan /d i be r i k annya  Kar tu  

Tanda  Anggota  (KTA)  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  (PKPB)  

dengan  Nomor  :  35.03 .11 .03 .0001029 ,   yang  kemudian  

Penggugat   d imin ta  dan didukung  oleh  warga  masyaraka t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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maupun  dar i  unsur  tokoh  masyaraka t  yang  merupakan  

kader  maupun  s impat i san  dar i  Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa  (PKPB)  untuk  mencalonkan  di r i  sebaga i  Calon  

Anggota  Leg is l a t i f  pada  PEMILU  Leg is l a t i f   Daerah  

Kabupaten  Bantu l  tahun  2009. - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  sete lah  mela lu i  pen ja r i ngan  Calon  Anggota  

Leg is l a t i f  d i  In te rna l   Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

(PKPB) ,  se lan ju t n ya  Penggugat  d i t e t apkan  sebaga i  

sa lah  satu  Calon  Anggota  Leg is l a t i f  yang  berasa l  dar i  

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  (PKPB)   untuk   Daerah  

Pemi l i han  IV  in i  mel ipu t i  wi layah  Kecamatan  Piyungan,  

Kecamatan  Dl ingo ,  Kecamatan  Plere t  dan  Kecamatan  

Imog i r i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa Penggugat  kemudian  mengiku t i  proses  ver i f i k a s i  

untuk  memenuhi  persyara tan  yang  te l ah  d i t e t apkan  o leh  

Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Bantu l  untuk  

dapat  menjad i  Calon  Leg is l a t i f  pada  PEMILU  tahun  

2009,  Sete lah  mela lu i  proses  ver i f i k a s i  ,  Penggugat  

dinya takan  memenuhi  persyara tan  yang  te lah  di te t apkan  

oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  untuk  mengiku t i  

PEMILU  Leg is l a t i f  tahun  2009,  akh i rnya  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Bantu l  mengeluarkan  

Daf ta r  Calon  Tetap  (DCT)  bag i  Calon  Leg is l a t i f  yang  

berhak  untuk  iku t  Pemi l i han  Umum pada  tahun  2009,  

d imana  dida lamnya  te rmasuk  nama Penggugat ,  ha l  in i  

te r t uang  da lam  Ber i t a  Acara  Nomor  :  270/366  Komis i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Pemi l i han  Umum (KPU) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  dalam  pelaksanaan  Pemi l i han  Umum  Calon  

Leg is l a t i f  (DPRD Kabupaten  Bantu l )  pada  tahun  2009  

Penggugat  mendapatkan  suara  te rbanyak  diband ingkan  

semua  CALEG PKPB  yang  la i n  yang  ada  d i  Daerah  

Pemi l i han  (DAPEL)  IV ,  sedangkan  yang  mempero leh  suara  

te rbanyak  kedua  (u ru tan  nomor  2)  ada lah  CALEG Nomor  :  

uru t  1  yang  di tempat i  Ketua  Umum PKPB  Kabupaten  

Bantu l .  Dalam perh i t ungan  suara ,  Penggugat  mendulang  

2055  suara  sah  pemi l i h  jauh  mengunggu l i  pero lehan  

suara  dar i  Nomer  uru t  1  yang  d i t empat i  Sdr .  Fer i  

Nursadono  yang  merupakan  Ketua  Umum Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa   (PKPB)  Kabupaten  Bantu l  yang  hanya  

mempero leh  1397  suara ,  bahkan  suara  yang  didapa t  d i  

Daerah  pemi l i han  (Dap i l  IV)  yang  mel ipu t i  Kecamatan  

Piyungan,  Kecamatan  Dl ingo ,  Kecamatan  Plere t  dan  

Kecamatan  Imog i r i  mengalami  kena ikan  yang  cukup  

s ign i f i k an  diband ingkan  pada  pemi lu  

sebe lumnya. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  berdasarkan  pera tu ran  yang  ada  Calon  Anggota  

leg i s l a t i f  yang  te rp i l i h  bukan  berdasarkan  nomor  uru t  

lag i  mela inkan  berdasarkan  pada  suara  te rbanyak .  Hal  

in i  meru juk  pada  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  (MK)  

dalam  perkara  Nomor  :  22/24 /PUU/VI /2008 .  Dengan 

demik ian  berdasarkan  pada  has i l  pero lehan  Suara ,  maka 

Penggugat l ah  yang   berhak  menjad i   anggota  Leg is l a t i f  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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sangat  ????????

dar i  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  (PKPB)  dar i  daerah  

Pemi l i han  IV .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa   sebe lum  pengesahan  suara  has i l  PEMILU  dan  

sebe lum  penetapan  Calon  Legis l a t i f  te rp i l i h  o leh  

Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU),  Penggugat  ser i ngka l i  d i  

hubung i  o leh  Ketua  Umum Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

(PKPB)  Kabupaten  Bantu l  yang  merupakan  Calon  

Leg is l a t i f   Nomor  uru t  1  (sa tu )  d i  DAPEL IV  in t i n ya  

memohon  kepada  Penggugat  untuk  mengundurkan  d i r i  

sebaga i  Calon  Leg is l a t i f  dengan  alasan  Ketua  Umum lah  

yang  leb ih  pantas  menjad i  anggota  dewan,  te tap i  ha l  

in i  d i t o l a k  Penggugat ,  o leh  karena   Penggugat  harus  

memper tanggung  jawabkan  kepada  konst i t u en  yang  se lama  

in i  mendukungnya.  Disamping  i t u  langkah  /  ke ing inan  

yang  diambi l  o leh  Ketua  Umum Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa  (PKPB)  Kabupaten  Bantu l  sangat  t i dak  bera lasan  

dan  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  yang  ada,  

seharusnya  yang  demik ian  in i  Ketua  Umum dapat  

memahami  atu ran  seh ingga  bisa  legowo  mener ima  

keka lahan ,  langkah  /  ke ing inan  dar i  Ketua  Umum yang  

demik ian  in i  sangat  d i ten tang  o leh  sebag ian  besar  

Pengurus  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Kabupaten  

Bantu l  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

10. Bahwa  da lam  kurun  waktu  sebe lum  Pelan t i k an  Anggota  

Dewan  te rp i l i h  has i l  PEMILU  Leg is l a t i f  masih  sa ja  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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te r j ad i  upaya- upaya  untuk  menggaga lkan  agar  Penggugat  

t i dak  dapat  d i l an t i k  menjad i  Anggota  Dewan,  ha l  in i  

d i l akukan  oleh  Ketua  Umum Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

(PKPB)  Kabupaten  Bantu l  yang  merupakan  CALEG nomor  

uru t  1  dan  masih  berambis i  jad i  Anggota  Dewan 

walaupun  secara  Konst i t u s i  sudah  t i dak  mungkin  lag i  

karena  berdasarkan  suara  has i l  PEMILU  suara  yang  

didapa t  masih  ka lah  besar  dengan  suara  yang  didapa t  

o leh  Penggugat .  Upaya- upaya  agar  Penggugat  t i dak  

dapat  d i l an t i k  menjad i  Anggota  Dewan te rus  di l akukan  

dengan  cara  mencar i - car i  kesa lahan  Penggugat ,  

kemudian  menggunakan  Pengurus  PKPB yang  sekubu  untuk  

membujuk  Pengurus  yang  la i n  yang  t i dak  setu ju  atas  

langkah- langkah  Ketua  Umum yang  melanggar  atu ran ,  

bahkan  memobi l i s as i  massa untuk  menekan  Pengurus  PKPB 

supaya  menekan  Penggugat  mundur  dar i  Calon  Leg is l a t i f  

Terp i l i h  dan  mengusu lkan  agar  Ketua  Umum PKPB 

menggant i kannya ,  te tap i  saat  i t u  sebag ian  besar  

pengurus  DPD  PKPB  Kabupaten  Bantu l  t i dak  dapat  

memenuhi  tun tu tan  massa  pendukung  Ketua  Umum oleh  

karena  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  yang  ada,  bahkan  

dengan  manuver - manuver  yang  di l akukan  o leh  Ketua  Umum 

PKPB kab.  Bantu l  dengan  memaksakan  kehendak  dan t i dak  

legowo  mener ima  keka lahan  da lam  PEMILU  Leg is l a t i f  

tahun  2009  sempat  menjad ikan  kepengurusan  PKPB 

Kabupaten  Bantu l  saat  i t u  kacau  (chaos)  ser ta  t i dak  

sehat  lag i .  - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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Penggugat  ???. ???

11. Bahwa  upaya- upaya  untuk  menghalang i  Penggugat  

di l an t i k  menjad i  Anggota  Dewan  se lama  in i  t i dak  

berhas i l ,  dan  se lan ju t nya  Penggugat  te lah  di resmikan /  

d i l an t i k   sebaga i  Anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l  

per i ode  2009- 2014  dengan  Sura t  Keputusan  Gubenur  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  138/KEP/2009  

te r t angga l  05 Agustus  2009  ,  dan meskipun  keanggotaan  

Penggugat  sebaga i  Anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l  te lah  

diaku i  secara  Sah  menuru t  hukum,  sebaga imana  da lam 

sura t  KPU  Nomor  :  270/277  dan  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Nomor  :  138/KEP/2009 ,  akan  te tap i  upaya-

upaya  untuk  menja tuhkan  kedudukan  Penggugat  sebaga i  

Anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l  te rus  di l akukan ,  ya i t u  

dengan  manuver - manuver  po l i t i k  yang  penuh  rekayasa  

dimana  ber tu j uan  untuk  mendisk r i d i t k a n  Penggugat  

mela lu i  cara - cara  yang  kurang  sehat  dengan  mencar i -

car i  kesa lahan  Penggugat ,  dan  bukannya  untuk  

berkord inas i  dengan  anggota  DPRD yang  berasa l  PKPB 

untuk  memper juangkan  kepent i ngan  kons t i t uen ,  te tap i  

yang  te r j ad i  jus t r u  seba l i k nya  ya i t u  memper juangkan  

ambis inya  send i r i  untuk  menjad i  anggota  DPRD 

Kabupaten  

Bantu l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

12. Bahwa  tanpa  suatu  prosedur  yang  benar  Penggugat  

dibe rhen t i k an  sebaga i  anggota  PKPB dengan  alasan  yang  

dipaksakan  dan  tanpa  mela lu i  mekanisme  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dibenarkan  menuru t  keten tuan  Perundang- undangan,  

dimana  seharusnya  Penggugat  dipe r i nga t kan  secara  

te r t u l i s  te r l eb i h  dahu lu ,  “sebaga i  t i ndakan  awal ,  

kepada  anggota  yang  te l ah  melakukan  pelanggaran  

dis i p l i n  par ta i  dapat  d ibe r i kan  per inga tan  te r t u l i s ”  

(V ide  :  Pasa l  5  ayat  (1 ) ,  (2 )  Pera tu ran  Par ta i  

Nomor  :  PP-02/DPP- PKPB/ I I / 2007  Tentang  Dis ip l i n  

Par ta i  dan Sanks i  Organ isas i )  dan mekanisme pera tu ran  

in i  t i dak  pernah  di l aksanakan   te r l eb i h  dahu lu  oleh  

Ketua  Umum  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  (PKPB)  

Kabupaten  Bantu l ,  Dengan  demik ian  d ika renakan  

pemberhent i an  atau  pencabutan  KTA  Penggugat  dar i  

Par ta i   Karya  Pedul i  Bangsa  (PKPB)  t i dak  sesua i  

dengan  pera tu ran  yang  ber laku ,  maka sega la  keputusan  

yang  dihas i l k an  t i dak  Sah  secara  Hukum karena  caca t  

Hukum dengan  demik ian  harus  dinya takan  Bata l  demi  

Hukum dengan sega la  ak iba t  Hukumnya. - - - - - - - - - - -

13. Bahwa berdasarkan  Sura t  dar i  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa  Kabupaten  Bantu l  Nomor  :  019/Pemer iksaan /DPD 

PKPB/Bantu l / I / 2 011  te r t angga l  17  Januar i  2011  yang  

di tu j ukan  kepada  Penggugat ,  menerangkan  ten tang  

adanya  Sura t  Perse tu j uan  untuk  proses  Pemer iksaan  

Anggota  DPRD yang  dike lua r kan  oleh  DPP PKPB  dengan  

nomor  :  B- 01/DPP- PKPB/ I /2011  te r t angga l  13  Januar i  

2011,  namun dalam sura t  te rsebu t  t i dak  secara  te rang ,  

kongkr i t  ,  je l as  dan  tegas  di j e l a skan  secara  te rang  

yang  dimaksud  nama anggota  DPRD yang  te lah  mendapat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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t r anspar an ??. . ???

perse tu j uan  untuk  dipe r i k sa ,  d isamping  i t u  Penggugat  

juga  be lum pernah  dipe r l i h a t k an  /  membaca sura t  dar i  

DPP PKPB  mengenai  perse tu j uan  pemer iksaan  anggota  

DPRD  bahkan  juga   t i dak  pernah  d i l amp i r kan   ket i ka  

DPD  PKPB  Kabupaten  Bantu l   mengi r imkan  sura t  

pangg i l an  kepada  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

14. Bahwa da lam Sura t  Panggi l an  dan  Pemer iksaan  dis i p l i n  

par ta i  dar i  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Kabupaten  

Bantu l  yang  di tu j ukan  kepada  Penggugat  d i l amp i r i  

ura ian  dan  per inc i an  pelanggaran  yang  diduga  

di l akukan  oleh  Penggugat ,  namun  ura ian  pe langgaran  

yang  diduga  di l akukan  o leh  Penggugat  te r sebu t  memang 

senga ja  di rancang /d i se t i n g  oleh  oknum Pengurus  DPD 

PKPB untuk  mendisk red i t k an  Penggugat  dengan  tu j uan  

te r j ad i  Pemberhent i an  dan  Pencabutan  KTA Penggugat  

ser ta  di l an j u t k an  dengan  Pergant i an  Antar  Waktu  

(PAW),  seharusnya   DPD Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

Kabupaten  Bantu l  secara  obyek t i f ,  t ransparan  dan  

net ra l  mencermat i  dan   menelaah  du lu  in f o rmas i  yang  

masuk  mengena i  pe langgaran  yang  diduga  di l akukan  o leh  

Penggugat  karena  in fo rmas i  yang  masuk  se lama  in i  

be lum  pernah  dibahas  dida lam  rapa t  p leno  d i  t i ngka t  

Pengurus  DPD PKPB  Kabupaten  Bantu l ,  jad i  set i ap  

in fo rmas i  yang  masuk seharusnya  t i dak  d i t e r ima  secara  

pars i a l  dan sep ihak  karena  belum ten tu  in fo rmas i  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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masuk i t u  benar .  - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa pemanggi l an  pemer iksaan  dar i   DPD Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa  Kabupaten  Bantu l   kepada  Penggugat  

t i dak  wajar  dan melanggar  azas  kepatu tan  dan te rkesan  

“  ng l impekke  “  d imana  Pemanggi l an  -  I  d i  a lamatkan  di  

tempat  Kost  Penggugat  d i  Dusun  Kemusuk  Kidu l  RT 2,  

Desa  Argomulyo  Kecamatan  Sedayu  Kabupaten  Bantu l  

( rumah  dalam keadaan  kosong) ,  yang  dike tahu inya  bahwa 

saat  i t u  Penggugat  sedang  sak i t  dan  di  rawat  inap  di  

rumah  Bekas i ,  d isamping  i t u  juga  Pemanggi l an  

di l akukan  mela lu i  Pos  te r t angga l  17  Januar i  2011  

sedangkan  pelaksanaan  pemer iksaannya  tangga l  20 

Januar i  2011,  dengan  est imas i  waktu  yang  demik ian  

mepet  je l as  ha l  te rsebu t  sangat  melanggar  azas  

kepatu tan  dan  t i dak  wajar  dan  te rkesan  dipaksakan ,  

ha l  in i  menandakan  semakin  nyata  j i ka  benar  

te r j ad i n ya  pemberhen t i an  dan pencabutan  KTA Penggugat  

dar i  PKPB benar  di rancang  secara  s is temat i s  dengan  

menghala l kan  sega la  

cara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

16. Bahwa oleh  karena  Penggugat  t i dak  mengetahu i  adanya  

pemanggi l an  ke- 1  (sa tu ) ,  apa lag i  kond is i  Penggugat  

da lam  kond is i  sak i t ,  maka  Penggugat  t i dak  hadi r .  

Betapa  te rke j u t nya  Penggugat  karena  pada  tangga l  24  

Januar i  2011  Penggugat  di  hubung i  mela lu i  te l epon  

oleh  teman  yang  berada  di  DPRD Kabupaten  Bantu l  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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mengabarkan  adanya  undangan  pemanggi l an  ke- 2  (dua)  

yang  di tu j ukan  kepada  Penggugat  untuk  menja lan i  

Pemer iksaan  diduga  melakukan  pelanggaran  dis i p l i n  

par ta i  d isek re ta r i a t  DPD PKPB Kabupaten  Bantu l  d imana  

pelaksanaannya  tangga l  25  Januar i  2011,  seh ingga  ha l  

in i  sangat  mepet  karena  hanya  mempunyai  waktu  satu  

har i  unuk  menghadi r i  undangan  pemanggi l an  te rsebu t .  

Cara  atau  mekanisme pember ian  pemanggi l an  pemer iksaan  

DPD Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Kabupaten  Bantu l  

sungguh  di  lua r  azas  kepatu tan  ser ta  sangat  t i dak  

wajar  dan  sangat  melanggar  norma- norma  et i ka .  Yai tu  

pemanggi l an  yang  ke- 1 (sa tu )  dan pemanggi l an  yang  ke-

2  (dua)  di tu j ukan  ke  alamat  yang  berbeda  seh ingga  

t i dak  ada  kons is t ens i  pemanggi l an  oleh  DPD Par ta i  

Karya  Pedul i  Bangsa  Kabupaten  Bantu l  yang  mungkin  

te l ah  di rancang  sedemik ian  rupa  untuk  mengaburkan  

keberadaan  Penggugat ,  kemudian  ja rak  waktu  

pemanggi l an  dan waktu  pe laksanaan  sangat  mepet  seka l i  

dan  t i dak  mungkin  bagi  Penggugat  

mempers iapkan /member i kan  Hak  Jawab  hanya  dalam  waktu  

ses ingka t  i t u ,  seh ingga  cara - cara  DPD Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa  Kabupaten  Bantu l   te rsebu t  sangat  

ber ten tangan  /  mengaba ikan  keten tuan  pasa l  8 ayat  (1 )  

dan  (3 )  Pera tu ran  Par ta i  Nomor:  PP-02/DPP-

PKPB/ I I / 2007  ten tang  Dis ip l i n  Par ta i  dan  Sanks i  

Organ isas i  yang  berbuny i  :  “Pasa l  (1 )  :  Kepada  

Anggota  yang  d iduga  melakukan  pelanggaran  dis i p l i n  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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17.   Bahwa ??. . ???

23

par ta i  d isampaikan  pember i t ahuan /  pangg i l an  te r t u l i s  

untuk  member ikan  kete rangan  dan  melakukan  pembelaan  

di r i   dan/a tau  hak  jawab  di  Rapat  Pengurus  Pleno  

sebaga imana  dimaksud  pada  pasa l  

7“ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“pasa l  (3 )  :  pe laksanaan  pember ian  kete rangan  dan  

pembelaan  di r i / h ak  jawab  dapat  d i l akukan  secara  l i san  

pada  rapa t  pengurus  Pleno  sebaga imana  dimaksud  pada  

pasa l  7 dan/a tau  secara  te r t u l i s . - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa pemanggi l an  pemer iksaan  o leh  DPD Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa  Kabupaten  Bantu l  t i dak  sah   karena  

t i dak  sesua i  dengan  Sura t  DPP PKPB Nomor  :  B- 01/DPP-

PKPB/ I / 2011  per iha l  Perse tu j uan  untuk  proses  

pemer iksaan  Anggota  DPRD, d imana  da lam sura t  te r sebu t  

pada  po in t  angka  3  huru f  a.2 .  d ika takan  Panggi l an  

te r t u l i s  harus  di te r ima  o leh  anggota  yang  

bersangku tan ,  berdasarkan  fak ta  Penggugat  be lum 

pernah  mener ima  pangg i l an  secara  langsung  oleh  karena  

pangg i l an  ke- 1  (sa tu )  d ia l amatkan  d i  rumah  kost  

Penggugat  yang  dalam keadaan  kosong,  sedangkan  untuk  

pangg i l an  ke- 2  (dua)  d ia l amatkan  di  DPRD Kabupaten  

Bantu l ,  karena  saat  i t u  keberadaan  Penggugat  sedang  

di  Bekas i  dan  dalam  kond is i  perawatan  karena  sak i t ,  

Penggugat  mengetahu i  adanya  pemanggi l an  dar i  teman di  

DPRD. Karena  i t u  sega la  keputusan  yang  diawa l i  dengan  

proses  pemanggi l an  yang  t i dak  sah  atau  cacat  hukum 

maka  sega la  keputusanpun  menjad i  Bata l  Demi  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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t er sebut  ???. . ???

Hukum.- - - -

18. Bahwa  sewaktu  Pemanggi l an  pemer iksaan  ke- 2  (dua)  

Penggugat  d ibe r i  tahu  lewat  te l epon  oleh  teman  

Penggugat  dar i  DPRD Bantu l ,  karena  saat  i t u  Penggugat  

sedang  berada  d i  Bekas i  dan  da lam  kond is i  sak i t ,  

meskipun  beg i t u  Penggugat  ber i t i k a d  baik  untuk  datang  

memenuhi  pangg i l an  pemer iksaan ,   karena  waktu  i t u  

te r j ad i  kenda la  t ranspor t as i  Penggugat  mela lu i  

te l epon  menghubung i  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

Kabupaten  Bantu l  meminta  mundur  jam  pemer iksaannya .  

Tetap i  betapa  kagetnya  Penggugat ,  sete lah  Penggugat  

sampai  d i  sekre ta r i a t  PKPB tempat  di l angsungkannya  

pemer iksaan  dan Penggugat  berke ing inan  member ikan  Hak 

Jawab  di to l a k  o leh  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

Kabupaten  Bantu l   yang  mengatakan  per temuan  te lah  

se lesa i  dan Penggugat  dinya takan  t i dak  had i r ,  padaha l  

da lam  per temuan  te rsebu t   semua  pengurus  DPD PKPB 

Kabupaten  Bantu l   masih  lengkap ,  ha l  in i  menunjukan  

nyata - nyata  secara  yur i d i s  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa  Kabupaten  Bantu l   melanggar  dan  mengaba ikan  

keten tuan  pasa l  8  ayat  (1 )  dan  (3 )  Pera tu ran  Par ta i  

Nomor  :  PP-02/DPP- PKPB/ I I / 2007  ten tang  dis i p l i n  

Par ta i  dan Sanks i  Organ isas i ,  yang  pada  in t i n ya  harus  

dibe r i k annya  kesempatan  untuk  pembelaan  atau  Hak 

Jawab  ba ik  secara  l i san  /  

te r t u l i s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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19. Bahwa rapa t  Pengurus  pleno  DPD PKPB Kabupaten  Bantu l  

yang  diadakan  har i  kamis  tangga l  20  Januar i  2011  dan  

har i  se lasa  tangga l  2 Januar i  2011 di  sekre ta r i a t  DPD 

PKPB  Kabupaten  Bantu l  t i dak  sah  dan  cacat  hukum 

karena  t i dak  memenuhi  Korum  seh ingga  t i dak  sesua i  

keten tuan  dalam  pasa l  7  ayat  (2 )  Pera tu ran  Par ta i  

Nomor  :  PP-02/DPP- PKPB/ I I / 2007  ten tang  Dis ip l i n  

Par ta i  dan  Sanks i  Organ isas i  “Rapat  Pengurus  Pleno  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  harus  d ihad i r i  

o leh  sekurang- kurangnya  50%  ( l ima  pu luh  persen)  

di tambah  satu  dar i  jumlah  Pengurus  yang  akt i f ”  jo  

pasa l  35  ayat  (1 )  Anggaran  Dasar  dan  pasa l  38  ayat  

(2 )  Anggaan  Rumah Tangga  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

(PKPB)  yang  berbuny i :  pasa l  35  ayat  (1 )  Anggaran  

Dasar :  “Musyawarah / rapa t  adalah  sah  apab i l a  dihad i r i  

o leh  sekurang- kurangnya  setengah  d i t ambah  satu  dar i  

jumlah  yang  berhak  had i r ”  Pasa l  38  ayat  (2 )  Anggaran  

Rumah Tangga  :  “Rapat  Pengurus  Pleno  dihad i r i  o leh  

Pengurus  Dewan Pimpinan  Daerah  Kabupaten  /Ko ta  Dewan 

Pakar  Kabupaten /Ko ta  apab i l a  dianggap  per lu  

di l aksanakan  sekurang- kurangnya  seka l i  da lam 

sebu lan . ” - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa  dengan  demik ian  te l ah  nyata  secara  yur i d i s  

mekanisme  pemberhent i an  dan  Pergant i an  Antar  Waktu  

(PAW) Penggugat  sebaga i  anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l  

Per iode  2009–2014  dan  atau  pemberhent i an  Penggugat  

sebaga i  anggota  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa   (PKPB)  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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tanpa  alasan  dan  dasar  yang  je l as  dan  tanpa  mela lu i  

mekanisme  yang  dibenarkan  o leh  pera tu ran  perundangan  

seh ingga  te l ah  memunculkan  s i f a t  kewenang- wenangan  

dan mencidera i  azas  keh idupan  pol i t i k  yang  demokra t i s  

yang  te l ah  digar i s kan  dalam  kons t i t u s i  d i  Negara  RI  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa  sampai  saat  in i  Penggugat  be lum  mengetahu i  

a lasan- alasan  yang  je l as  sebaga i  dasar  

pemberhent i an / pencabu tan  KTA  Penggugat  sebaga i  

anggota  PKPB  maupun  Pergant i an  Anta r  Waktu  (PAW) 

Penggugat  sebaga i  Anggota  DPRD per i ode  2009- 2014,  

seh ingga  hal  in i  t i dak  sesua i  dengan  mekanisme  yang  

dibenarkan  menuru t  hukum ser ta  mengabaikan  keten tuan  

dalam Pasa l  16 Ayat  1 huru f  d Undang- Undang Nomor  :  2  

Tahun  2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k  sebaga imana  te l ah  

di rubah  dengan  Undang- undang  No.  2 Tahun 2001  Tentang  

Par ta i  Pol i t i k  junc to  Pasa l  17  Anggaran  Rumah Tangga  

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa (PKPB) . - - -

22. Bahwa secara  yur i d i s  te lah  te r j ad i  sengketa  pol i t i k  

berupa  pemberhent i an /  pencabutan  KTA Penggugat  dar i  

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  dan  Pemberhent i an  

Penggugat  dar i  DPRD Kabupaten  Bantu l  ha l  in i  sangat  

merug ikan  Penggugat  karena  berdasarkan  fak ta  dan  

rea l i t a  proses  pemberhent i an  Penggugat  dar i  anggota  

DPRD Kab.  Bantu l  dan  Pencabutan  KTA  Penggugat  t i dak  

sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  dan  rasa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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kead i l an . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

23. Bahwa  Penggugat  berupaya  menyelesa i kan  di  in te rna l  

par ta i  dengan  meminta  penje lasan  ten tang  a lasan  atau  

dasar  hukum  usu lan  Pemberhen t i an  Keanggotaan  

Penggugat  di  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  akan  te tap i  

Permohonan  Penggugat  t i dak  dipenuh i  o leh  DPD Par ta i  

Karya  Pedul i  Bangsa  Kabupaten  Bantu l ,  jus t r u  secara  

sep ihak  dar i  DPP  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

mengeluarkan  sura t  Nomor:                       B-

009/DPP/PKPB/ I I / 2011  te r t angga l  11  Februar i  2011  

Per iha l  perse tu j uan  pemberhen t i an  Penggugat  dar i  

anggota  PKPB dan  PAW anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l ,  

yang  hanya  meru juk  pada  usu lan  DPW Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  

dengan  Sura t  Nomor  :  129/PKPB.DIY / I I / 1 1  Tentang  

Perse tu j uan  Pencabutan  Kar tu  Tanda  Anggota  dan  

Pergant i an  Anta r  Waktu  te rhadap  Penggugat  Anggota  

DPRD Kabupaten  Bantu l .  Sehingga  hal  in i  mencidera i  

rasa  kead i l an  dan  per l akuan  disk r im ina t i f  kepada  

Penggugat  karena  t i dak  d ibe r i  kesempatan  untuk  

melakukan  pembelaan  te rhadap  pelanggaran  dis i p l i n  

par ta i  yang  di tuduhkan  seh ingga  perbua tan  DPD,  DPW 

dan  DPP  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa   t i dak  sesua i  

dengan  pasa l  16  huru f  e  Anggaran  Rumah Tangga  Par ta i  

Karya  Pedul i  Bangsa. - - - - - - - - - - - - - -

24. Bahwa  Pemberhent i an  Penggugat  sebaga i  Anggota  DPRD 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kabupaten  Bantu l  o leh  Tergugat  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundangan  yang  ber laku  ya i t u  usu lan  

Pembehent i an  Penggugat  dar i  Anggota  DPRD Kabupaten  

Bantu l  yang  dia jukan  o leh   DPD Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa  Kabupaten  Bantu l  menyalah i  keten tuan  Hukum.  

Karena  Penggugat  menjad i  Anggota  DPRD  Kabupaten  

Bantu l  atas  dasar  mempero leh  suara  te rbanyak  da lam 

pemi lu  ca lon  leg i s l a t i v e  di  Dapi l  IV  Kabupaten  

Bantu l .  Disamping  i t u   DPD,  DPW dan  DPP Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa   d i l ua r  kepatu tan  dan  kewaja ran  te l ah  

melakukan  pemberhen t i an  keanggotaan  Penggugat  dar i  

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  tanpa  mela lu i  dar i  

prosedur  yang  d ibenarkan  menuru t  hukum,  tanpa  

memper t imbangkan  fak ta  dan  rea l i t a  yang  sebenarnya  

te r j ad i  yang  bisa  dipe r t anggung  jawabkan,  seh ingga  

Penggugat  mohon gugatan  in i  dapat  d i l aksanakan  secara  

ser ta  merta  te r l eb i h  dahu lu  meskipun  ada  upaya  

band ing ,  kasas i  maupun  verze t  dar i  p ihak  

manapun. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

25. Bahwa dika renakan  alasan- alasan  yang  disampaikan  DPD 

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Kabupaten  Bantu l  kepada  

DPD PKPB  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  maupun 

kepada  DPP PKPB t i dak  obyek t i f  dan  sangat  tendens ius  

mendisk red i t k an  Penggugat  dan  Penggugat  t i dak  

dibe r i k an  kesempatan  hak  jawab  secara  benar  dan  

le l uasa  maka DPP PKPB secara  ras iona l  sangat l ah  t i dak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ???. ??. . ???

29

mendasarkan  pada  Per t imbangan  fak tua l  dan  hukum yang  

benar  te rka i t  pengambi lan  Keputusan  dalam Nomor  :  B-

009/DPP- PKPB/ I I / 2011  te r t angga l  11  januar i  2011  

ten tang  Pemberhent i an  Penggugat  dar i  Anggota  PKPB dan  

PAW  anggota  DPRD  Kab.  Bantu l .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bahwa berdasarkan  fak ta  yur i d i s   Keputusan   Tergugat  

Meresmikan  Pemberhent i an  dengan  Hormat  Penggugat  dar i  

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Daerah  Pemi l i han  Bantu l  4 

(empat )  sebaga i   Aggota  Dewan  Perwak i l an  daerah  

Kabupaten  Bantu l   Per iode  2009- 2014   berdasarkan  

Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  

138/KEP/2009 ,  Meresmikan  Pengangkatan  Saudara  Fer i  

Nursadono  dar i  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Daerah  

Pemi l i han  Bantu l  4  sebaga i   penggant i  anta r  waktu  

Aggota  Dewan  Perwak i l an  Daerah  Kabupaten  Bantu l  

Per iode  2009- 2014  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Daerah  

Pemi l i han  Bantu l  4  sebaga i   Aggota  Dewan Perwak i l an  

daerah  Kabupaten  Bantu l   Per iode  2009- 2014  

te rh i t ung  mula i  tangga l  pengucapan  Sumpah/Jan j i  

sangat  ber ten tangan  dengan  Azas  Kecermatan ,  karena  

Tergugat  da lam  mengambi l  keputusan  t i dak  berdasarkan  

pada  suatu  in f o rmas i ,  Fakta  yang  akura t  maupun 

dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung  lega l i t a s  

pengambi l an  keputusan  bahkan  t i dak  juga  melakukan  

Klar i f i k a s i  dan  pemer iksaan  kepada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

27. Bahwa se la i n  Tergugat  melanggar  Azas  Kecermatan  dalam 

Mengeluarkan /menerb i t an   Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta   A- Quo  te r l i h a t  secara  je l as  dan  

te rang  pada  obyek  dalam  Keputusan  yang  secara  tegas  

Meresmikan  Pemberhen t i an  dengan  Hormat  Saudara  

Penggugat  dar i  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Daerah  

Pemi l i han  Bantu l  4  (empat )  sebaga i   Aggota  Dewan 

Perwak i l an  daerah  Kabupaten  Bantu l   Per iode  2009- 2014  

berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a   Nomor  :   138/KEP/2009 ,  Meresmikan  

Pengangkatan  Saudara  Fer i  Nursadono  dar i  Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa  Daerah  Pemi l i han  Bantu l  4  (empat )  

sebaga i   penggant i  anta r  waktu  Aggota  Dewan 

Perwak i l an  Daerah  Kabupaten  Bantu l   Per iode  2009- 2014  

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Daerah  Pemi l i han  Bantu l  4 

sebaga i   Aggota  Dewan  Perwak i l an  daerah  Kabupaten  

Bantu l   Per iode  2009- 2014    te rh i t u ng  mula i  tangga l  

pengucapan  Sumpah/Jan j i ,   Tergugat  juga  te l ah  

melanggar  Asas  –asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  

(  Algemene  Behoour l i j  Bestu r ,  Pr i c i p l e  of  Good 

Admin is t r a t i o n  ) .  Karena  Tergugat  da lam  mengambi l  

keputusan   sebaga imana  dimaksud  dalam Obyek  sengketa  

hanya  mendasarkan  Per t imbangan- per t imbangan  yang  

dia jukan /d i t e r ima  t i dak  secara  obyek t i f   bahkan  cara  

mempero lehnyapun   t i dak  di l andas i  atu ran  hukum yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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je l as  dan te rang . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bahwa   perbua tan  Terguga t  yang  mengeluarkan  

Keputusan   sebaga imana  dalam  Obyek  sengketa  

merupakan  wujud  nyata  sebaga i  bentuk   akomodi r  atas  

sura t - sura t  yang  d ia j ukan  kepada  Tergugat  d ian ta ranya  

Sura t  Bupat i  Nomor  :  X.171/1706  te r t angga l  18  Apr i l  

2011 ,  namun  sura t  Bupat i  te rsebu t  juga  t i dak  dibua t  

berdasarkan  fak ta  dan  rea l i t a  hanya  mendasarkan  

sura t - sura t  yang  masuk  kepada  Bupat i ,  seh ingga  dalam 

Keputusan  Tergugat  Pasa l  Ket iga  secara  je l as  d i t u l i s  

“  Keputusan  in i  mula i  ber laku  pada  tangga l  

d i te t apkan ,  dengan  keten tuan  apabi l a  kemudian  har i  

te rdapa t  keke l i r u an  akan  d iadakan  pembetu lan  

seper l unya .  “  Mendasarkan  dan  mel iha t  keputusan  

Tergugat  te rsebu t  secara  konprehens i f  menunjukkkan  

suatu  bentuk  keragu- raguan  dan  hanya  sekedar  

mengakomodi r  sura t  permohonan  yang  masuk  tanpa  

mendasar i  suatu  fak ta  dan  rea l i t a ,  maka  sudah  

sewaja rnya  agar  keputusan  te rsebu t  

d ianu l i r / d i b a t a l k an  atau  d inya takan  t i dak  mempunyai  

kekuatan  

Hukum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Berdasarkan  sega la  ura ian  dan  a lasan- a lasan  yang  te lah  

diu ra i kan  di  atas ,  maka  dengan  demik ian  Obyek  Sengketa  

te l ah  Melanggar  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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mel anggar  ?. . . . . ???

dan  atau  t i dak  sesua i  dengan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik ,  seh ingga  Obyek  Sengketa  harus lah  Bata l  demi  

Hukum  atau  t i dak  sah  menuru t  Hukum,  oleh  karena  i t u  

PENGGUGAT  mohon  Kepada  Yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Yogyakar ta    berkenan  

mener ima,  memer iksa  dan  memutus  perkara  in i  dengan  amar  

putusan  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  Gugatan    Penggugat  untuk  

se lu ruhnya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Tindakan  Tergugat  

mengeluarkan   Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a   Nomor  :  

100/KEP/2011 ,  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  dan  Penggant i an  Anta r  

Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Bantu l ,  Ter tangga l  06 

Mei  2011     melanggar  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku  dan 

atau  t i dak  sesua i  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  

Baik . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  

Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a   Nomor  :   100/KEP/2011 ,  

ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Penggant i an  Anta r  Waktu  Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Bantu l ,  Ter tangga l  06  Mei  2011.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  

Keputusan  Nomor  :  100/KEP/2011 ,  ten tang  

Peresmian  Pemberhent i an  dan  Penggant i an  

Antar  Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l ,  

Ter tangga l  06  Mei  2011.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Mewaj ibkan  Tergugat   untuk  membayar  

se lu ruh  biaya  yang   t imbu l  da lam 

perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Pihak  Tergugat   mela lu i  Kuasa Hukumnya di  pers i dangan  te lah  

menyampaikan  jawabannya  te r t angga l  06  Ju l i  2011,  yang  

is i n ya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. TERGUGAT  menolak  semua  fak ta  atau  dal i l - da l i l  

Penggugat  kecua l i  yang  dengan  tegas- tegas  diaku i  o leh  

Tergugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  te r l eb i h  dahulu  TERGUGAT  sampaikan  sebaga i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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( empat  bel as) . . . ???

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - -

A.  Bahwa penerb i t an  obyek  sengketa  mekanismenya  

te l ah   sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku  dan  berdasarkan  Pasa l  103  ayat  (8 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  16 Tahun 2010 ten tang  

Pedoman  Penyusunan  Pera tu ran  Dewan  perwak i l an  

Rakyat  Daerah  ten tang  Tata  Ter t i b  Dewan Perwak i l an  

Rakyat  Daerah,  yang  menyatakan  bahwa  Gubernur  

meresmikan  pemberhent i an  anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  pal i ng  lama  14  (empat  be las )  har i  

se jak  d i t e r imanya  usu l  pemberhent i an  anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  dar i  

Bupat i /Wa l i k o t a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  mendasarkan  pada  pera tu ran  te rsebu t  

penerb i t an  obyek  gugatan  s i fa t nya  hanya  

seremonia l / pengesahan  sebaga i  Pejaba t  Publ i k  da lam 

hal  in i  

Gubernur . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

B.  Bahwa  PENGGUGAT dalam  hal  in i  Sdr .  AGUNG 

WISDHA SARDJANA,  SH,  pada  tangga l  30  Mei  2011  

te l ah  mengajukan  Gugatan  Sengketa  Par ta i  Pol i t i k  

ke  Pengadi l an  Neger i  Bantu l  dengan  Perkara  Nomor  :  

30/Pd t .G /2011 /PN.B t l ,  maka te rhadap  s idang  Perkara  

Nomor :  12/G/2011 /PTUN.Yk ,  agar  t i dak  te r j ad i  

Putusan  Pengad i l an  yang  berbeda  satu  sama la i n  dan  

sa l i ng  ber ten tangan ,  mohon  kepada  maje l i s  hak im  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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te rhadap  Gugatan  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  100/Kep/2011  

te r t angga l  6  Mei  2011  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  Dan Penggant i an  Antar  Waktu  Anggota  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l ,  

untuk  

di to l ak . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  pada  angka  01  dan  angka  03  huru f  c,  e,  

d i t e rb i t k annya  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  Nomor  :  100/KEP/2011  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  Dan  Penggant i an  Antar  Waktu  Anggota  

Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l ,  te l ah  

sesua i  dengan  prosedur ,  ke lengkapan  berkas  

admin is t r a s i  ser ta  ver i f i k a s i  ke lengkapan  berkas  

berdasar  Pasal  103  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  16 

Tahun  2010  Tentang  Pedoman Penyusunan  Pera tu ran  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Tentang  Tata  Ter t i b  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  junc to  Pasal  109 ayat  (3 )  dan  

ayat  (4 ) ,  ya i t u  :  Sura t  Bupat i  Bantu l  Nomor  :  

X.171 /1086  tangga l  29  Maret  2011,  Per iha l  Pengi r iman  

Sura t  dar i    DPRD 

Bantu l  ten tang  PAW,  dengan  

lampi ran : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Dewan Pimpinan  Pusat  (DPP)  Par ta i  

Karya  Pedul i  Bangsa  Nomor :  B- 009/DPP-

PKPB/ I I / 2011  tangga l  11  Februar i  2011  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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per i ha l  Perse tu j uan  Pemberhent i an  Sdr .  

AGUNG WISDHA SARDJANA,  SH,  dar i  Anggota  

PKPB  dan  PAW Anggota  DPRD  Kabupaten  

Bantu l ; - - - - -

b. Sura t  dar i  DPD PKPB Prov ins i  DIY Nomor  :  

130/PKPB.DIY/ I I / 1 1  tangga l  17  Februar i  

2011  hal  Penganta r  Sura t  DPP 

PKPB; - - - - - - - - - - - - -

c. Sura t  Keputusan  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa  Kabupaten  Bantu l  Nomor  SKEP-

26/DPD- PKPB  BTL/ I I / 2 011 ,  tangga l  18 

Februar i  2011 ten tang  Pemberhent i an   Sdr .  

AGUNG  WISDHA  SARDJANA,  SH,  Dar i  

Keanggotaan  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

Kabupaten  Bantu l ; - - - - - - - -

d. Sura t  dar i  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  

Kabupaten  Bantu l  Nomor  :  029/S .Usu lan /DPD 

PKPB/Bantu l / I I / 2 0 11 ,  tangga l  23  Februar i  

2011  per iha l  Usulan  Pemberhent i an  Antar  

Waktu  dan Penggant i an  Antar  Waktu  Anggota  

DPRD Kabupaten  Bantu l ; - - - - - - - - -

e. Sura t  DPRD Kabupaten  Bantu l  Nomor  :  X.171 /004 ,  

tangga l  10  Maret  2011  per iha l  Permin taan  Nama 

Calon  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD 

Kabupaten  

Bantu l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Sura t  KPU Kabupaten  Bantu l  Nomor  :  X.271 /79 ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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tangga l  15 Maret  2011,   per iha l  Penggant i an  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l  dar i  Par ta i  

Karya  Pedul i  Bangsa  

(PKPB) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Sura t  DPRD Kabupaten  Bantu l  Nomor  :  X.171/06 ,  

tangga l  24  Maret  2011  per iha l  Usul  Pemberhent i an  

Antar  Waktu  dan  Penggant i an  Anta r  Waktu  Anggota  

DPRD Kabupaten  Bantu l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Sura t  DPD  PKPB  Kabupaten  Bantu l  Nomor  :  

042/S .Ke te rangan /DPD PKPB/Bantu l / I V / 2011 ,  tangga l  

6  Apr i l  2011  per iha l  Keterangan  Tidak  Ada 

Sengketa  Par ta i  Selama  Proses  Pelaksanaan  

Pergant i an  Anta r  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  

Bantu l  dar i  Par ta i  PKPB. - - - - -

Sehingga  penerb i t an  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  Nomor  :  100/Kep/2011  sebaga imana  te rsebu t  

d i  atas ,  te lah  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang-

undangan,  ser ta  t i dak  melanggar  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ,  dan  te rhadap  Keputusan  

te rsebu t  t i dak  memi l i k i  s i f a t  sub jek t i f  dan  sewenang-

wenang da lam pemberhen t i an  Sdr .  AGUNG WISDHA SARDJANA,  

SH sebaga i  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Kabupaten  

Bantu l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Sudah  sepa tu tnya  guga tan  i n i  d i t o l ak  a tau  se t i dak -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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7.    Bahwa ?. . . ???

t i daknya  t i dak  dapa t  d i t e r ima  (N ie t  Onvanke l i j k  

Verk l aa rd ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa pada  angka  04 sampai  dengan  angka  10,  berka i t an  

dengan  persoa lan  penca lonan  Sdr .  AGUNG  WISDHA 

SARDJANA,  SH,  sebaga i  anggota  leg i s l a t i f  pada  Pemi lu  

Leg is l a t i f  tahun  2009,  bukan  merupakan  kewenangan  

TERGUGAT  untuk  iku t  campur  da lam  urusan  

par ta i . - - - - - - - - - - -

5. Bahwa pada  angka  11 sampai  dengan  angka  19,  persoa lan  

di  in te r na l  par ta i  po l i t i k  ser ta  pencabutan  KTA Sdr .  

AGUNG WISDHA SARDJANA,  SH bukan  merupakan  kewenangan  

TERGUGAT  untuk  iku t  campur  da lam  urusan  

par ta i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  pada  angka  20,  penerb i t an  Keputusan  Gubernur  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  100/Kep /2011  

ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  Dan Penggant i an  Antar  

Waktu  Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Bantu l ,  bukan  tanpa  alasan  dan dasar  yang  je l as ,  bahwa 

mekanisme  penerb i t annya  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  seper t i   yang  te lah  

TERGUGAT  ura i kan  pada  jawaban  angka  

3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa pada  angka  21 sampai  dengan  angka  23,  berka i t an  

pencabutan  KTA Sdr .  AGUNG WISDHA SARDJANA,  SH bukan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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merupakan  kewenangan  TERGUGAT untuk  iku t  campur  da lam 

urusan  par ta i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  pada  angka  24  sampai  dengan  angka  26,  pada  

pokoknya  te lah  TERGUGAT je l askan  da lam  angka  3.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  pada  angka  27,  penerb i t an  Keputusan  Gubernur  

Nomor:  100/Kep/2011 ,  te l ah  sesua i  dengan  asas- asas  

umum  pemer in tahan  yang  baik ,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Asas  Kepast i an  

Hukum- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Ber landaskan  kepada  Pasal  103  ayat  (8 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  16  Tahun  2010  ten tang  Pedoman 

Penyusunan  Pera tu ran  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  ten tang  Tata  Ter t i b  Dewan  perwak i l an  

Rakyat  Daerah  dan  sesua i  dengan  kewenangan  yang  

dibe r i k an  oleh  Pera tu ran  Perundang-

undangan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Asas  Kepent i ngan  

Umum- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Usulan  pemberhent i an  dan  Penggant i an  Antar  Waktu  

dar i  Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Bantu l  mela lu i  

Bupat i  Kabupaten  Bantu l  d i t e r ima  dan di l aksanakan  

TERGUGAT dengan  cara  yang  asp i ra t i f ,  akomodat i f ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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Kabupat en ?. . . . . ???

dan  se lek t i f  berdasar  kewenangan  yang  dimi l i k i  

TERGUGAT  sesua i  Pera tu ran  Perundang-

undangan. - - - - - - - - -

3) Asas  

Keterbukaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Usulan  pemberhent i an  dan  Penggant i an  Antar  Waktu  

dar i  Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Bantu l  mela lu i  

Bupat i  Kabupaten  Bantu l  d i t e r ima  dan di l aksanakan  

TERGUGAT yang  te lah  memenuhi  Asas  Keterbukaan  

di tanda i  dengan  has i l  ver i f i k a s i  dar i  DPRD 

Kabupaten  Bantu l ,  KPU  Kabupaten  Bantu l  dan 

Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  d i  un i t  ker j a  masing-

masing  sesua i  

kewenangannya. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dar i  ura ian  dan  penje lasan  te rsebu t  d i  atas  maka 

kami  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a  Nomor  :  

100/Kep/2011  penerb i t annya  te l ah  sesua i  dengan  asa-

asas  umum penye lenggaraan  Pemer in tahan  yang  baik  dan  

karenanya  sah  menuru t  

hukum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  angka  28,  penerb i t an  obyek  sengketa  ya i t u  

Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  

100/Kep/2011  dike lua rkan  berdasar  Pasal  109  Pera tu ran  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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Pemer in tah  Nomor  :  16  Tahun  2010  Tentang  Pedoman 

Penyusunan  Pera tu ran  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Tentang  Tata  Ter t i b  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah,  

ya i t u  dengan  melakukan  ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  

ver i f i k a s i  subs tans i  usu lan  dar i  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l  mela lu i  Bupat i  Bantu l .  

Dan berka i t an  dengan  Dik tum  Ket iga  Keputusan  Gubernur  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  100/Kep/2011  yang  

berbuny i  “Keputusan  in i  mula i  ber laku  pada  tangga l  

d i te t apkan ,  dengan  keten tuan  apabi l a  kemudian  har i  

te rdapa t  keke l i r u an  akan  diadakan  pembetu lan  

seper l unya ”   bukan  merupakan  bentuk  keragu- raguan  

TERGUGAT mengeluarkan  Keputusan  te rsebu t ,  ha l  te rsebu t  

merupakan  laz im  dalam  penu l i san  Keputusan  yang  

bers i f a t  penetapan ,  untuk  mengant i s i pas i  adanya  

keke l i r uan  dalam  penu l i san .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  d i  atas  

TERGUGAT mohon  kepada  yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  perkara  in i ,  atas  nama hukum,  kebenaran  

dan  kead i l an  k i ranya  berkenan  menja tuhkan  putusan  

dalam  perkara  in i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Disclaimer
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1.  Mener ima  Jawaban  TERGUGAT 

se lu ruhnya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ,  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  t i dak  dapat  d i te r ima  (  

Nie t  Ontvanke l i j k  Verk laa rd  ) . - - - - - - - - - - -

3.  Menyatakan  dan  menetapkan  menuru t  hukum bahwa sega la  

t i ndakan  Tergugat  te rka i t  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  100/Kep/2011  ten tang  

Peresmian  Pemberhent i an  dan  Penggant i an  Antar  Waktu  

Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Bantu l  tangga l  15  Januar i  2011  ada lah  sah  dan  benar  

menuru t  

hukum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum pengugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  

t imbu l  sebaga i  ak iba t  dar i  

gugatannya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

SUBSIDAIR:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Yang  Mul ia  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n  mohon 

putusan  yang  sead i l -

ad i l nya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  jawaban  Tergugat ,  p ihak  

Penggugat  te l ah  menyampaikan  Repl i knya  te r t angga l  20  Ju l i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2011  yang  pada  pokoknya  te tap  pada  dal i l - da l i l  

gugatannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Repl i k  p ihak  Penggugat  te r sebu t ,  

Tergugat   te l ah  menyampaikan  Dupl i knya  te r t angga l  27  Ju l i  

2011  yang  pada  pokoknya  te tap  pada  dal i l - da l i l  jawabannya .  

Ura ian  mengena i  Repl i k  dan Dupl i k  te rsebu t  untuk  s ingka tnya  

sebaga imana  te rcan tum  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  

buk t i - bukt i   awal ,  

gugatan ,  jawaban,  rep l i k ,  dan  dup l i k  yang  dia j ukan  oleh  

Para  Pihak ,  maka Maje l i s  Hakim akan  mengambi l  s ikap  dengan  

member ikan  per t imbangan  sebaga imana  te ru ra i  da lam 

per t imbangan  hukum di  bawah in i  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

sebaga imana  diu ra i kan  di  da lam  ten tang  duduknya  sengketa  

te rsebu t  d i  atas ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Yogyakar t a  Nomor  :  100/KEP/2011  te r tangga l  6  Mei  2011  

Tentang  Peresmian  Pemberhent i an  dan Penggant i an  Antar  Waktu  

Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebe lum  memper t imbangkan  mengenai  

pokok  perkara ,  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  akan  

memper t imbangkan  mengenai  kewenangan  mengadi l i  (kompetens i  

abso lu t )  ya i t u  :  Apakah  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

memi l i k i  wewenang  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  

in i ? ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Pasal  77 ayat  ( 1)  Undang- Undang Nomor 

:  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

menyatakan  bahwa  :  “Ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  

Pengad i l an  dapat  d ia j ukan  set i ap  waktu  se lama  pemer iksaan ,  

dan  meskipun  t i dak  ada  ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  

Pengad i l an  apab i l a  Hakim  mengetahu i  ha l  i t u ,  ia  karena  

jaba tannya  waj ib  menyatakan  bahwa  Pengad i l an  t i dak  

berwenang  mengadi l i  sengketa  yang  bersangku tan “ ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa   se lan ju t nya    keten tuan   te rsebu t  

per l u    d ika i t k an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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dengan  asas  hukum ” Perad i l an  di l akukan  dengan  sederhana ,  

cepat  dan  b iaya  r ingan  ”  sebaga imana  te r t uang  dalam 

keten tuan  Pasal  2  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  :  48  Tahun  

2009 ten tang  Kekuasaan  Kehak iman;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan - keten tuan  d i  

atas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Maje l i s  Hakim 

memi l i k i  kewenangan  untuk  mempert imbangkan  mengena i  

kewenangan  (kompetens i )  abso lu t  te r sebu t  apab i l a  din i l a i  

per l u  da lam pemer iksaan  suatu  perkara ,  apakah  sengketa  yang  

dimaksud  masuk  dalam kewenangan  dar i  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  atau  t i dak  ?,  meskipun  t i dak  ada  ekseps i  yang  

dia jukan  da lam sengketa  dimaksud;  - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  membaca  berkas  perkara ,  

menel i t i  bukt i  awal  yang  dia j ukan  Para  Pihak  ser ta  

mendengarkan  kete rangan  Para  Pihak  di  pers i dangan  

(berdasarkan  Sura t  Gugatan ,  Jawaban,  Repl i k  dan  Dupl i k ) ,  

maka  dipe ro l eh  fak ta  hukum  ya i t u  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Penggugat  ada lah  Anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l  per i ode  tahun  2009  

sampai   dengan   tahun  2014   mewaki l i  Par ta i  Karya  

Pedul i  Bangsa  (  PKPB )  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  

138/Kep/2009  te r t angga l  5  Agustus  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  berdasarkan  Sura t  DPD  Par ta i  Karya  Pedul i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bangsa  Kabupaten  Bantu l  Nomor  :  019/  Pemer iksaan /DPD 

PKPB/  Bantu l / I / 2 011  te r t angga l  17  Januar i  2011  yang  

di tu j ukan  kepada  Penggugat ,  menerangkan  ten tang  

adanya  Sura t  Perse tu j uan  untuk  Proses  Pemer iksaan  

Anggota  DPRD yang  dike lua rkan  oleh  DPP PKPB dengan  

nomor  :  B- 01/DPP- PKPB/ I /2011  te r t angga l  13  Januar i  

2011,  DPD PKPB Kabupaten  Bantu l  mengi r imkan  sura t  

pangg i l an  dan  pemer iksaan  d is i p l i n  par ta i  yang  

di tu j ukan  kepada  Penggugat  dengan  di l amp i r i  ura ian  

dan  per i nc i an  pe langgaran  yang  diduga  d i l akukan  oleh  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa te rhadap  Keputusan  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

te l ah  berupaya  menyelesa i kan  di  in te rna l  par ta i  

dengan  meminta  pen je lasan  ten tang  a lasan  atau  dasar  

hukum usu lan  Pemberhent i an  Keanggotaan  Penggugat  di  

Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  akan  te tap i  permohonan  

Penggugat  t i dak  dipenuh i  o leh  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa  Kabupaten  Bantu l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

4. Bahwa  DPP Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  mengeluarkan  

sura t  Nomor  :     B- 009/DPP/PKPB/ I I / 2 011  te r t angga l  11  

Februar i  2011  Per iha l  Perse tu j uan  Pemberhent i an  Sdr .  

Agung  Wisdha  Sard jana ,  SH.dar i  anggota  PKPB dan  PAW 

anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l ,  yang  meru juk  pada  

usu lan  DPW Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  dengan  Sura t  Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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129/PKPB.DIY/ I I / 1 1  ten tang  Perse tu j uan  Pencabutan  

Kar tu  Tanda  Anggota  dan  Pergant i an  Antar  Waktu  

te rhadap  Penggugat  sebaga i  Anggota  DPRD Kabupaten  

Bantu l  ;  -

5. Bahwa pada  tangga l  18 Februar i  2011  di te rb i t k an  Sura t  

Keputusan  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Kabupaten  

Bantu l  Nomor  :  SKEP-26/DPD- PKPB BTL/ I I / 2 011 ,  ten tang  

Pemberhent i an  Sdr .  Agung  Wisdha  Sard jana ,  SH.  dar i  

keanggotaan  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Kabupaten  

Bantu l  ;  - - -

6. Bahwa pada  tangga l  23 Februar i  2011  di te rb i t k an  Sura t  

dar i  DPD Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  Kabupaten  Bantu l  

Nomor  :  029/S .Usu lan /DPD  PKPB/Bantu l / I I / 2 0 11  per iha l  

Usulan  Pemberhen t i an  Antar  Waktu  dan  Penggant i an  

Antar  Waktu  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bantu l  ;  

- - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  pada  tangga l  10  Maret  2011  di te rb i t k an  Sura t  

DPRD Kabupaten  Bantu l   Nomor  :   X.171 /004   per iha l  

Permin taan  Nama  Calon   Penggant i

Antar  Waktu  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bantu l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  pada  tangga l  15  Maret  2011  di te rb i t k an  Sura t  

KPU  Kabupaten  Bantu l  Nomor  X.271/79  per i ha l  

Penggant i an  Anta r  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l  

dar i  Par ta i  Karya  Pedul i  

Bangsa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  pada  tangga l  24  Maret  2011  di te rb i t k an  Sura t  

Disclaimer
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DPRD Kabupaten  Bantu l  Nomor  X.171 /06  per iha l  Usul  

Pemberhent i an  Antar  Waktu  dan  Penggant i an  Antar  Waktu  

Anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l  ; - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa pada tangga l  6 Apr i l  2011 di te rb i t k an  Sura t  DPD 

PKPB  Kabupaten  Bantu l  Nomor  042/S .Ke te rangan /DPD 

PKPB/Bantu l / I V / 2011  per i ha l  Keterangan  Tidak  Ada 

Sengketa  Selama  Proses  Pelaksanaan  Pergant i an  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Bantu l  dar i  Par ta i  

PKPB ; - - - - - - - - -

11. Bahwa  pada  tangga l  6  Mei  2011  d i t e rb i t k an  Sura t  

Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  

100/KEP/2011  te r tangga l  6  Mei  2011  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  dan  Penggant i an  Anta r  Waktu  Anggota  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Bantu l  ; - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa pada tangga l  30 Mei  2011 Penggugat  (  Sdr .  Agung  

Wisdha  Sard jana ,SH. )  mengajukan  gugatan  sengketa  

par ta i  po l i t i k  ke  Pengad i l an  Neger i  Bantu l  dengan  

perkara  Nomor :  30/Pdt .G /2011 /PN.B t l . - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebe lum  mempert imbangkan  fak ta  hukum 

di  atas ,  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  akan  member ikan  

ura ian  yur i d i s  da lam  l i ngkup  hukum  admin is t r a s i  negara ,  

ya i t u  sebaga i  ber i ku t ,  bahwa  kekuasaan  negara  dalam 

menja lankan  tugas  pemer in tahan  dibag i  menjad i  dua  bag ian ,  

per tama  :  tugas  pemer in tahan  dalam  bidang  pol i t i k  

( t aak ste l l i n g )  dan  kedua  :  tugas  pemer in tahan  dalam 

Disclaimer
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menja lankan  atau  melaksanakan  admin is t r a s i  negara  

( t aak vervu l l i n g )  atau  leb ih  dikena l  sebaga i  bestuur  geb ied  

zaken ,  seh ingga  Pemer in tah  d i  satu  s is i  dapat  melaksanakan  

tugas  pol i t i k  ( t aakste l l i n g )  dan  di  s is i  la i n  melaksanakan  

tugas  admin is t r a s i  negara  ( t aakvervu l l i n g  atau  

taakverwezen l i j k i n g ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  fak ta  hukum  dan 

t i n j auan  hukum admin is t r a s i  negara  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa obyek  sengketa  yang  dimohonkan  bata l  o leh  

Penggugat  da lam  perkara  in i  fundamentum petend inya  (hukum 

mana yang  mendasar i  hak  yang  di l anggar  te r l e t a k )  berada  di  

ranah  pol i t i k  ( t aak ste l l i n g ) ,  ar t i n ya  bahwa proses  usu lan  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  

Anggota   Dewan   Perwak i l an  Rakyat  Daerah  berawal  dar i  

Keputusan  Par ta i  Pol i t i k  yang  dalam  perkara  in i  berasa l  

dar i  in te rna l  Par ta i  Karya  Pedul i  Bangsa  seh ingga  

penerb i t an  obyek sengketa  a quo  o leh  Tergugat  ( i c .  Gubernur  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta )  yang  merupakan  Peresmian  

Pemberhent i an  dan  Penggant i an  Anta r  Waktu  Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantu l  atas  nama Agung  

Wisdha  Sard jana ,  S.H. ,   ( i c .  Penggugat )  adalah  t i ndakan  

Tergugat  da lam  konteks  pol i t i k  dan  hukum  keta tanegaraan  

( staa ts rech te l i j k )  atau  nota  bene  bukan  merupakan  t i ndakan  

yang  bers i f a t  Tata  Usaha  Negara  atau  eksekut i f ,  da lam hal  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Per ubahan ??. . . ???

in i  Tergugat  karena  jaba tannya  hanya  melega l i s as i  

permohonan  dar i  Par ta i  Pol i t i k  dan  t i dak  ada  pernya taan  

kehendak  sep ihak  dar i  Tergugat  ( enj i zd i ge  schr i f t e l i j k e  

wi l sve rk l a r i n g ) ,  ya i t u  in i s i a t i f  penerb i t an  obyek  sengketa  

bukan  dar i  Pihak  Tergugat  mela inkan  usu l  atau  ke ing inan  

murn i  dar i  Par ta i  Pol i t i k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permasa lahan  dalam 

penerb i t an  obyek  sengketa  te rmasuk  dalam  ruang  l i ngkup  

pol i t i k  dan  t i dak  ada  pernya taan  kehendak  secara  sep ihak  

dar i  Tergugat ,  maka  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  

t i dak  memenuhi  kr i t e r i a  sebaga imana  dimaksud  dalam 

keten tuan  Pasa l  1 angka  7 dan angka  9 Undang- Undang Nomor  :  

51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang 

Nomor :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

dengan  demik ian  bukan  menjad i  kewenangan  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  untuk  memer iksa ,  memutus  dan mengadi l i n ya ;  -

Menimbang,  bahwa  se la i n  ura ian  yur i d i s  mengenai  

penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  t i dak  bisa  

di j ad i kan  sebaga i  obyek  sengketa  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  te rsebu t ,  berdasar  keten tuan  normat i f  Undang- Undang 

Nomor  :  2  Tahun  2011  t entang  Perubahan  Atas  Undang- Undang 

Nomor   :   2  Tahun   2008   ten tang   Par ta i   Pol i t i k   (yang  

disahkan  dan  diundangkan  pada  tangga l  15  Januar i  2011,  

berdasarkan  Pasal  I I - nya  menyatakan  bahwa Undang- Undang in i  

mula i  ber l aku  pada  tangga l  d iundangkan) ,  khususnya  pada  

Pasal  32  ayat  (2 )  dan  ayat  (4 )  keten tuan  in i  menyatakan  

Disclaimer
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bahwa penye lesa ian  in te rna l  Par ta i  Pol i t i k  d i l akukan  oleh  

Suatu  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  atau  sebutan  la i n  yang  

diben tuk  o leh  Par ta i  Pol i t i k  dan  harus  dise lesa i kan  pal i ng  

lambat  60 (enam pu luh)  har i ,  se lan ju t n ya  Pasa l  33 ayat  (1 )  

menyatakan  dalam ha l  penye lesa ian  perse l i s i h an  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  32  t i dak  te rcapa i ,  penye lesa ian  

di l akukan  mela lu i  Pengad i l an  Neger i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  penger t i an  “ Perse l i s i h an  Par ta i  

Pol i t i k ”  menuru t  keten tuan  Penje lasan  Pasal  32  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  :  2  Tahun  2011  ada lah  mel ipu t i  anta ra  

la i n  :  pe langgaran  te rhadap  hak  anggota  par ta i  po l i t i k ,  

pemecatan  tanpa  alasan  yang  je l as ,  penya lahgunaan  wewenang,  

dan  kebera tan  te rhadap  keputusan  par ta i  po l i t i k .  Dengan  

demik ian ,  keten tuan  Pasal  32 ayat  (1 )  dan Pasa l  33 ayat  (1 )  

te rsebu t  secara  je l as  dan  tegas  menyatakan  penye lesa ian  

perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  merupakan  domain  kewenangan  

Pengad i l an  Neger i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  seka l i pun  yang  dican tumkan  secara  

eksp l i s i t  da lam Undang- Undang ten tang  Par ta i  Pol i t i k  ada lah  

mengenai  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k ,  namun  harus lah  

dia r t i k an  mel ipu t i  juga  keputusan- keputusan  yang  te rka i t  

dengan  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  sebaga imana  kasus  

Disclaimer
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gugatan  yang  dia j ukan  Penggugat ,  sehingga  dalam  ka i t annya  

dengan  obyek  sengke ta  berupa  Sura t  Keputusan  Gubernur  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  100/KEP/2011  te r tangga l  

6 Mei  2011  ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  dan  Penggant i an  

Antar  Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Kabupaten  Bantu l   (Pemberhen t i an   atas    nama  Agung Wisdha  

Sard jana ,  S.H. ,   dan Pengangkatan  atas  nama Fer i  Nursadono)  

dan  semua  jen i s  Keputusan  yang  berka i t an  dengan  

Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  juga  t i dak  dapat  d iguga t  d i  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  sebab  apab i l a  harus  dibedakan  

kewenangan  masing- masing  lembaga- lembaga  perad i l an  yang  

berhak  memer iksa  dan  mengadi l i  akan  dapat  menimbulkan  

Putusan  Pengad i l an  yang  berbeda  satu  sama la i n  atau  sa l i ng  

ber ten tangan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  mela lu i  pendekatan  

penafs i r an  s is t emat i s ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 

semua  jen i s  keputusan  yang  berka i t an  dan  bersumber  dar i  

Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  sebaga imana  dimaksud  da lam 

Undang- Undang  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  t i dak  menjad i  

kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  memer iksa  dan  

mengadi l i n ya ,  te tap i  d ipe r i k sa  dan diad i l i  da lam Lingkungan  

Perad i l an  yang  sama  ya i t u  d i  Perad i l an  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang,  bahwa se la i n  i t u  berdasarkan  Yur i sp rudens i  

Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  juga  te l ah  di tegaskan  di  

da lam  ka idah  hukum  yang  te rkandung  di  da lamnya  bahwa 

Keputusan  Pejaba t  yang  berka i t an  dan  te rmasuk  da lam  ruang  

l i ngkup  pol i t i k  bukan  merupakan  kewenangan  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  untuk  memer iksa  dan mengadi l i n ya  (v ide  Putusan  

Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  502/K /TUN/2005  

tangga l  22  Januar i  2008,  Putusan  Mahkamah Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  44/K /TUN/2008  tangga l  22  Ju l i  2008) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  sengketa  a  quo  bukan  

merupakan  kewenangan   Pengadi l an   Tata   Usaha   Negara  

untuk   mengadi l i n ya ,  maka  pemer iksaan  leb ih  lan ju t  yang  

berkenaan  dengan  pokok  perkara  t i dak  per lu  diper t imbangkan  

lag i  dan  te rhadap  gugatan  Penggugat  harus lah  dinya takan  

t i dak  d i t e r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  d i t e r ima ,  maka bera lasan  kepada  Penggugat  

dibebankan  untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  da lam perkara  

in i  yang  jumlahnya  akan  disebu tkan  dalam Amar  Putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sega la  sesuatu  yang  te rcan tum  dalam 

Ber i t a  Acara  Pers idangan  sengke ta  in i  adalah  merupakan  satu  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demi ki anl ah ?. . . ???

kesatuan  dengan  Putusan  in i ;  

Menginga t ,  keten tuan  Pasal  77  ayat  (1 )  Undang  Undang 

Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

ser ta   pera tu ran   perundang- undangan  yang  berka i t an  dalam 

perkara  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M  E  N  G  A  D  I  L  I  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

di te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  sebesar  Rp.  84.000  , -  

(  de lapan  pu luh  empat  r i bu  rup iah  ) . - - - - - - - -

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Yogyakar ta  pada 

har i  Rabu,  tangga l  27 Ju l i  2011 oleh  kami  AGUS BUDI SUSILO,  

S. H. ,M.H. ,  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  DEWI  ELIZA 

KUSUMANINGRUM,  S. H. ,  dan  AGUSTIN  ANDRIANI ,  S. H. ,  masing -

masing  sebaga i  Hakim  Anggota .  Putusan  te rsebu t   d ibacakan  

dalam s idang  yang  dibuka  dan  d inya takan  te rbuka  untuk  umum 

pada  har i  Rabu,  tangga l  3  Agustus  2011  oleh  Maje l i s  Hakim 

te rsebu t ,  dengan  diban tu  oleh  RAHMAT SUSANTA,  S.H. ,  sebaga i  

Pani te ra  Penggant i ,  d ihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Penggugat  dan 

Kuasa Hukum Tergugat .
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Per i nci an ??. . . ???55

            Hakim Anggota  

I ,

        

Ttd

                 

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, 

S.H.

          Hakim Ketua  

Maje l i s ,

                 T 

td .                 

    

  AGUS BUDI SUSILO,  

S.H . ,M .H .

           Hakim Anggota  

I I ,

                   Ttd

       AGUSTIN ANDRIANI ,  

SH.
             Pani te ra   Penggant i ,

Ttd

     

        RAHMAT SUSANTA,   S.H.

Perinc ian  biaya  Perkara:

-  Pendaf ta ran  Gugatan : Rp.  30.000 , -

-  Panggi l an - pangg i l an : Rp.  40.000 , -

- Matera i : Rp.     6.000 , -

- Redaks i : Rp.     5.000 , -

-  Leges : Rp.     3.000 , -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH :   Rp.  84.000 , -

             (  Delapan  Puluh  Empat  Ribu  Rupiah  )  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56


